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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN
YANG KADALUWARSA OLEH BADAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

OLEH:
MUHAMMAD FARHAN

Faktor-faktor yang melatar belakangi judul penelitiani ini yaitu bertujuan
melindungi konsumen dari pelaku usaha yang masih menjual makanan
kadaluwarsa.Tujuan Penelitian ini yaitu guna membahas dua rumuasan masalah
yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini,yaitu apa bentuk Perlindungan
Hukum terhadap Konsumen makanan yang telah kadaluwarsa dan cara
melindungi konsumen terhadap makanan yang kadaluwarsa oleh BPOM dengan
menggunakan metode penelitian normatif.

Memberi paparan yang di tinjau dari Hukum Perlindungan konsumen,
karakteristik makanan kadaluwarsa, dan penjelasan tentang BPOM. Kemudian
mengupas semua nya secara rinci guna memecahkan beberapa masalah di
penlitian ini.

Kemudian membahas pokok masalah, yang pertama menjelaskan apa saja
bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No 8
tahun 1999 dan melalui Pasal 1365 KUH Perdata yang di tujukan kepada pelaku
usaha yang merugikan konsumen, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman
dalam membeli dan mengkonsumsi makanan. Serta membahas cara melindungi
konsumen melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung
jawab melakukan pengawasan dan menegakan hukum sesuai Undang-Undang
yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa memberi
perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang yaitu dengan
memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan dan melanggar
ketentuan yang berlaku,dan BPOM terus melakukan pengawasan kepada setiap
pelaku usaha serta siap menegakan Hukum sesuai pelanggaran yang di lakukan,
guna melindungi seluruh konsumen di indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kadaluwarsa dan
BPOM
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdapat banyak sekali kuliner yang bervariasi,setiap daerah
memiliki kuliner andalannya masing-masing. Ada cemilan sampai makanan
berat,makanan merupakan kebutuhan wajib setiap makhluk hidup untuk
menjaga fisik agar tetap sehat tanpa harus kelaparan, tapi justru masih banyak
kasus beredarnya makanan yang sudah melewati masa berlaku atau biasa
disebut kadaluwarsa.

Makanan yang sudah kadaluwarsa sangat berbahaya, yang
mengkonsumsinya dapat mengalami masalah pencernaan bahkan keracunan,
tentu ini masalah besar dan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) untuk memberi perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari
hal buruk tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian
pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan,
menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia
(konsumen). Perbuatan para pengusaha yang hanya mementingkan
keuntungan tanpa memperhatikan akibat buruk bagi konsumen tersebut telah
menelan banyak korban.

Persaingan global yang terjadi membuat produsen melakukan segala
cara untuk mencari keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk
mengecoh konsumen. Pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat
bersikap seakan tidak perduli. Ini dilakukan para produsen karena persaingan

yang begitu ketat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk
makanan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti



juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak
hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih dari itu yaitu
menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun
konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.*

Perlindungan konsumen adalah hal yang berkaitan dengan bidang
bisnis terutama di bidang makanan,cukup banyak kerugian akibat kurang
telitinya konsumen. Peredaran makanan yang semakin banyak macamnya
membuat konsumen tidak memperhatikan label pada makanan tersebut
terutama pada label tanggal kadaluwarsa.

Hal tersebut memicu pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena
itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dari berbagai
lembaga, khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang
bertugas mengawasi peredaran produk sebelum sampai di tangan konsumen.
Pokok dari Permasalahan ini yaitu bagaimana pelaksanaan, kendala apa yang
muncul serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di tinjau
dari UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Konsumen di atur dalam Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang larangan para
pelaku usaha dalam menjual produknya, tanggung jawab sebagai pelaku
usaha, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta sanksi
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Upaya dari para pelaku usaha terkait dengan peredaran makanan yang
kadaluwarsa pada produk tersebut, menjamin bahan baku dan kemasan produk

yang digunakan aman untuk konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu

! Sela Rifda, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk-produk Makan
Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ” Unissula



hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Kasus-kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi
menjelang hari besar agama dan tahun baru. Cukup banyak para pelaku usaha
yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi
permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang
sangat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen
perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya
karena perbuatan curang pelaku usaha.?

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan
upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.
Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku
usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga
esensial dalam perekonomian negara.

Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada
konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan
perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak
membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih
kuat, dan sebaliknya produsen/pelaku usaha yang menjadi lemah. Di samping
itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen,
pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap
konsumen.®

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan
bahwa : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pelaku
usaha yang dimaksud adalah perorangan pribadi dan suatu perusahaan yang

2 Arif Duwi Saputra (2020) “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen
pada Makanan Kemasan yang Telah Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Ilmu Hukum

¥ Abdul Haris Hamid, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Makassar. 2017.



melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia, subjek
hukum dalam hukum perdata mencakup perorangan dan badan hukum®

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang
kadaluwarsa berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 melalui berbagai tahap dan
terkait dengan banyak sektor. Karena perlu di jalin kerja sama yang baik
prosesnya, mulai dari sertifikasi halal, pelabel dan pengawasan secara
langsung ke toko dan swalayan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) serta penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap makanan yang kadaluwarsa
menurut UU No.8 tahun 1999 yaitu dengan cara turun langsung melakukan
pemeriksaan, konsumen harus teliti sebelum membeli produk makanan. Serta
produsen harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen dan
juga harus menggunakan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya.

Pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang di produksi
serta diperjualbelikan, berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa
yang berlaku. Walaupun sudah memiliki standar dan aturan yang
mengaturnya, tetap saja banyak pelaku yang melakukan kecurangan dengan
menjual makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Banyaknya produk baru
yang bervariasi, dokumen tidak lengkap dan banyaknya toko di berbagai
wilayah sangat menyulitkan untuk di jangkau serta di awasi langsung.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa,
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan
konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen
terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk
mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian
barang atau jasa tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan

Konsumen menurut Tim Redaksi BIP yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu :

* Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, “Hukum Perlindungan
Konsumen”, Yogyakarta. Hal 03.

® Andini, Risti Lilis (2016) “Perlindungan Konsumen dari Beredarnya Makanan dan
Minuman Kadaluwarsa Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen” Unissula



Pasal 8 :

1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha
dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa,
pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual
barang dan / atau jasa.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan
penjualan barang dan / atau jasa.’

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua

aspek, yaitu :
1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil
kepada konsumen.’
Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari
kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan
menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan

konsumen.

Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang
cukup baik karena berhubungan dengan aturan untuk menciptakan

kesejahteraan.  Secara umum dan mendasar hubungan antara

® Tim Redaksi BIP, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jakarta.
" Rosmawati, “Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen” Edisi Pertama.
Cetakan Pertama. 2018, Hal. 30.



produsen/pedagang dan konsumen merupakan hubungan yang terus

berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
Apa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada makanan
yang kadaluwarsa?

Bagaimana cara melindungi konsumen terhadap makanan kadaluwarsa

oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

a.

Sebagai Sumbangan Karya Tulis lImiah Kepada Teman-Teman Untuk
Mengembangkan Mutu Pendidikan Di tahun Berikutnya.
Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Mahasiswa/l Universitas

Muhammadiyah yang Ingin Menyelesaikan Pendidikan S1.

2. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada
makanan yang kadaluwarsa.
Untuk mengetahui cara melindungi konsumen terhadap makanan

kadaluwarsa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.



D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau
menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti
yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan
pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak
dilanggar dan bagi yang melanggar akan di beri sanksi sesuai peraturan
yang ada.?

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat,baik bagi kepentingan sendiri, keluarga atau orang
lain.?

3. Makanan adalah zat yang makan oleh makhluk hidup untuk
mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi.

4. Kadaluwarsa adalah salah satu istilah yang sangat lazim digunakan
dalam keseharian, umumnya definisi kadaluwarsa untuk sesuatu yang
sudah melewati batas waktu (jatuh tempo), penggunaannya sangat
sering dikaitkan dengan produk makanan. Dalam pengertian hukum

daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.

8 Bab Il “Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum” Universitas Islam
Indonesia
® Muhammad Idris (2021) “dpa yang Dimaksud dengan Konsumen?” kompas.com



5. BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
dengan tugas utama mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan

makanan di seluruh wilayah Indonesia.*

E. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
untuk mempelajari hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga,
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis
penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan
menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan
permasalahan.
2. Sumber Data
a. Bahan hukum primer:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun
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2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.
b. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan
hukum primer yaitu buku buku,pendapat hukum, hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan yang mendukung bahan hukum premier dan bahan
hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas
bahan hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi
kepustakaan studi kepustakaan adalah data yang diperoleh berlandaskan
pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca,
memahami, mengutip, dan merangkum juga beserta membuat catatan-
catatan analisis yang bersumber dari buku-buku dan dokumen- dokumen,
jurnal dan peraturan perundang-undangan. tujuan dan fungsi dari studi
kepustakaan yaitu untuk mengungkap permasalahan penelitian.*
4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,

dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata
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10

berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisis

dengan

cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang

diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan

metode deduktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu

kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan

khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.

F. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB Il1

PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan
tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika
penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang tinjauan umum Bagaimana perlindungan
terhadap konsumen makanan kadaluwarsa oleh Badan
Pengawasan Obat dan Makanan serta apa saja kriteria makanan
yang kadaluwarsa.

PEMBAHASAN

Bagaimana mengetahui upaya dari BPOM dan konsumen dalam
mengatasi beredarnya makanan yang kadaluwarsa dan sanksi

kepada produsen nakal yang masih menjual makanan kadaluwarsa.



BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.
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